
BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 30TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN PEKON Dl KABUFATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat
(1) Peraturan Meuten Desa, Pembangunan Daerah
Tcrtinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tenrang Ppdnman kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Pasal
22 ayat (4) Peraturan Meuten Dalam Negen Nomor 44
Talilui 2016 LcJitaug Kewenangan Desa, pcrlu
menetapkan Kewenangan Pekon di Kahupaten
Pringsewu;

b. bahwa berdasarkan pertinn’bangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kewenangan Pekon di
Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Undarg-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten PringsewLi di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5479);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Feratuian Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
3014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan PcraLuruii
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dart Anggaran
Pendapatan dan Bclanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
TerünggaJ dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Palam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20lö Nomor 1037);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tenlang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PEKON Dl
KABUPATEN PRINGSEWU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah odolah Kabupaten Pringsewu.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pringaewu.

4. Kecamatan adalah wilayah kcija carnal sebagai
perangkat daerah Kabupaten Pringsewu.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementenan
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, meltryani, iiLCinbcrdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

6. Urusan pemerintahan konkwcn adalah Urusan
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat.
Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.

7, Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai Kepala Pemerintahan.

8. Camat adalah pemimpin dan koordinator
pcnytdciiKgaraan pemerintahan di wilayah korja
kecamatan yang dalam peiaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dart Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, dan mtnyclciiggandkan tugas unum
pemerintahan.

9. Pekon mcrupakan sebutün kun dart desa di
Kabupaten Pringaewu adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus
kcpciiLingan masyarakat sctcmpat, berdasarkan
pppkarga masyarakat, hak asal usul dan/atari adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

10. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan
peiucrintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan
Hipprm Pemekonan dalam mengatur serta mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Prrneriiiitdiaii Negara
Kesatuan Republik Indonesia

1 1. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan
Perangkat Pekon sebagai unsw penyelenggara
pemerintahan pekon.



12. Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki
Pekon irueliputi kewenangan bcrdasarkan hak asal'
usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan
yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
serta kewenangan lain yang ditugaakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

13. Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya discbut
BHP merupaka-u sebutan lain dari Badan
Permusyawaratan Desa adalah tembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan pekon.

14. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara
Badan Hippun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Hippun Pemekonan untuk menyepakati hal yang
bersifat strategic.

15. Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun
Pcmckonan.

16. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Daerah
Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan
sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren, pemerintahan umum.

17, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang
selanjutnya disebut AfttPekon adalah rcncana
keuangan tahunan Pemerintahan Pekon

BABU
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Kewenangan
Pekon-

BAB UI
KEWENANGAN PEKON

Ragian Kesatu
Penataan Kewenangan

Pasal 3

(1} Kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilaksanakan melalui penataan kewenangan
pekon.



(2) Pcnataan kcwcnangan pekon sebagaimana dimaksud
pads, ayat ( 1), meliputÊ

a Jenis dan perincian kcwenangaii Pekon, dan

b. kriteria kewenangan Pekon.

Ragian Kedua
Jenis dan Perincian Kewenangan Pekon

Paragraf Kesatu
Jenis Kewenangan Pekon

Pasal 4

Jenis kewenangan Pekon sebagaimana dimalcsud daïam
Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak assJ usul;

b. kewenangan lokal berakaJa Pekon;

c. kewenangan yang ditugaskan oteh Pemerintah,
Pemerintah Daenah Provinsi atma Pemerintah Daerah
Kabupaten; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah
Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Perincian Kewenangan Pekon

Pasal 5

Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

a. sistem organisasi perangkat Pekon;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat Pekon;
c. pengelelaan tanah kas Peknn, yang dlkelola oleh

perangkat Pekon aktif untuk mendanai pembangunan
infrastruktur atau keperluan Pekon;

d. pengelolaan tanah bengkok, yang dikelola oleh
perangkat Pekon

e. pengelolaan hutan Pekon atau hutan hak milik Pekon,
yang di kelola oleh perangkat Pekon maupun
masyarakat setempat yang hasilrya untuk mendanai
pembangunan infrastniktur atau keperluan Pekon;

f. pengembangan peran masyarakat Pekon.



Pasal 6

Defter kewenangan Pekon berdasarkan hak anal usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercajitum dalam
Lampiran I yang mempakan bagian tidak terpisahkan
dart Peraturan ini.

Pasal 7

Kewenangan total berskaJa Pekon sebagaimana danaksud
dalam Pasal 4 huruf b, mcliputi:

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan
dan pcmbcrdayaan masyarakat,

b. kewenangan yang mempunyai Ungkup pengaturan dan
kegiatan hanya didalara wilayah don masyamkat
Pekon yang mempunyai dampak internal Pekon;

c, kewenangan yang berkaitan dengan kehntuhar dan
kepentingan sehari-hari masyarakat Pekon;

d. kegiatan yang telah dijalankan okh Pekon atas dasar
prakarsa Pekon.

Pasal 8

Daftar kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul
sebagaimana dintaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemenntah,
Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah
Kabupaten sebagaimana dunaksud dalam Pasal 4
huruf c merupakan urusan Pcmcrintahan Konkuren,
yang mcliputi:

a. urusan konturen wajib:
1 . pelayanan dasar;
2. non pelayanan dasar.

b. urusan konkuren pilihan;
1. perikanan;
2. pariwisata,
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;

6. perdagmgan;
7. permdustriargdaii
8. transmigrasi.



(2) Urasan pemerintahan konkuren yang menjadi
kcwcnangan pemerintah dapat ditugaskan sebagian
pelakssnaarmya kepada Pekon.

(3) Urusan pemerintahan konkuren yang ditugaskan
kepada Pekon sebagaimana dimaksud pads ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
tertentu setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 10

(l)Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi
kewenaiigan perarrinLah yang scbagian pelaksaiiaan
unisaruiya akan ditugaskan kcpada Pekon, Menteri
membentuk kelompok keria.

(2) Kelompok ketja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Kcputusan Menteri.

Pasal 11

(1) Urusan penierintahari konkuren yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dapat
ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada
Pekon.

(2) Penugasan oleh Pemerintah Daerah. Provinsi kepada
Pekon sebagaimana dhnaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Üubernur.

Pasal 12
(1) Uatuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi

kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang sehagian
pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada
Pekon, Gubemur membentuk kelompok keija.

(2( Kelompok kerja sebagaimana. dhnaksud pada ayat (1}
ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 13

(1| Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat
ditugaskan sebagjan pelaksanaan urusannya kepada
Pekon.

(2| Penugasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada
Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.



Pasal 14

(1) Untuk melaksanakan identifïkasi dan inventarisasi
kewenangan pemerintah kabupaten yang sebagian
pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada
Pekon, Bupati membentuk kelompok kerja.

(2) Kelompok keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) krwcimngan lain yang ditugaskan üleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf d merupakan urusan Pemerintahan Umum dan
Tugas Ptembantuan.

(2) Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan
yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah.
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat
ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada
Pekon.

(3) Tata cara pelaksanaan penugasan, pembentukan
kelompok keqa dan p^nranaan untuk meLaksanakan
sebajdan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan
Pasal 14 yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Prwinsi, Pemerintali Daerah Kabupaten kepada
Pekon berlaku mutatis mutandis bagi urusan
pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang
sebagian pclaksanaannya ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Prwïnsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten kepada Pekon.

Bagian Ketiga
Kriteria Kewenangan Desa

Pasal 16

Kriteria kewenangan Pekon herdssnrkan hak asaInsul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara
lain:

a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat;
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

Kriteria kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain:



a. sesuai kepentingan masyarakat Pekon;
K telah dijalankan oleh Pekon;
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon;
d. muncul karena perkembangan Pekon dan prakarsa

masyarakat Pekon; dan
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke

Pekon.

Pasal 18

Krilcria keweTiaxigari yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
c antara lain:
a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya

manusia di Pekon;
fc. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan

akuntabilitas;
c. pelayanan publik bagi masyarakat;
d. meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
f meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 19

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangumdangan sebag^unsma. dixnakeud
dalam Pasal 4 huruf d, antara lain;

O, uruaan pemerintahan umum don tugcis pembantuan;
b. sesuai dengan prinsip efisiensi,

c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan

d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan
sLrciLegis.

BAB IV
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN

PEKON

Pasal 20

Kewenangan Pekon herdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskalö Pekon ditetapkan di Pekon
dengan tahapan sebagai berikut :



a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah
dilelapkan dalam Peraturan Bupati,

b. penyusunan rancangan Peraturan Pemekonan tentang
Penctapan Kewenrmgan Pekon;

u. pembaliasan bersama BHP, dan

d. penctapan Peraturan Pemckonan.

Pasal21

(1| Pemilthan kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dalam forum
Musyawarah Pekon yang dihadiri BHP, Pemerintah
Pekon, Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan unsur
masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pads ayat
(1) terdiri dan :

a. tokoh adat
V. tukuh. agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidik;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan

anak; dan
j, perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(3) Selaln unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Musyawarah Pekon dapat meHbatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat.

(4) Pcrailihan kcwcnangan Pekon didaaarkan pada Daftar
Kewenangan Pekon yang telah ditetapkan Bupati.

(5) Kepala Pekon bersama BHP dapat menambah jenis
kewenangan berdasarkan hak a&al usul dan
kewenangan lokal berskala Pekon lainays sesuai
dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi
lokal Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Hasil Pemilihaii kewenangan Pekon sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan penambahan jenis
kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dituangkan dalam Bente. Acara.



(7) Format Bcrita Acara scbaganrrana dimaksud pada ayat
(6) tercantum pada Lampiran III dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

Pasal 22

(If Berdasarkan Berita Acara sebagaunana dimaksud
dalam. Pasal 21 ayat (6), Pemerintah Pekon menyusun
Rancangan Peraturan Pemekonan tentang
Kewcnangan Pekon.

(2| Rancangan Peraturan Pemekonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada
masyarakat dan Camat.

Pasal 23

(If Berdasarkan basil konsultasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2), Kepala P^kon menyampaikan
Rancangan Peraturan Pemekonan tentang
Kewenangan Pekon kepada BHP untuk dibahas dan
disepakati bersama.

(2| Kewenangan berdasarkan Irak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Pekon ditetapkan dengan
Peraturan Pemekonan.

Pasol 24

(1) Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 23 ayat (2) menjadi dasar bagi program, dan
kegiatan Pekon dalam bidang penyelengg^raan
Pemerintahan Pekon, pelaksartaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, dan
Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

(2) Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan
disosiahsasikan ke masyarakat.

Pasal 25

Peraturan Pemekonan sebagaimana dimaksud pada Pasal
23 ayat (2) dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan
kondiai Pekon,

Pasal 26

Penelapan Kewenangan yang ditugaskan dari Pcmcrmtah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemwintah Daerah
Kabupaten kepada Pekon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c dan huruf d dilaksanakan Pekon sesuai
ketentuan peraruran perundang-undangan.



BAB V
PUNGUTAN PEKON

Pasal 27

( 1) Pekon dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan
administrasi yang diberikan kepada masyarakat
Pekon.

(21 Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) meliputi:

a. surat pengantar,
b. surat rekomendaai; dan
c. surat keteiangan.

Pasal 28

(1) Pekon berwcnang melakukan pungutan atas jasa
usoha seperti pemandian umum, wieata Pekon, pasar
Pekon. karamba ikan, pelelangan ikan, pelaku usaha.

(2) Pekon dapat mengembangkan dan memperoleh bagj
hasil dari usaha bersama antara pcrncrinLah Pekon
dengan masyarakat Pekon.

(3) Pongutan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hams ditetapkan dengan Feraturan
Pcmckcnan.

Basal 29

(1) Pciatuian Pcmekonan tentang Pungutan ditetapkan
oleh Kepala Pekon setdah dibwhns dan disepakatl
bersama Badan Hippun Pemekonan.

(2) Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Pungutan
harus mendapatkan evoluaei dari Bupati sebelum
ditetapkan menjadi Peraturan Pemekonan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diserahkan olch Bupati paling lama 20 (dua puluh)
hari keija terhitung sejak diterimanya rancangan
Peraturan tersebut oleh Bupati.

(4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepnla Pekon
wajib memperbaikinya.



(5| Kepala Pekon diben waktu paling lama 20 (dua puluh}
liari sejak diterimaiiya basil evaluasi untuk mclakukan
koreksi

(6) Dalam hal Bupati tidak memberikan basil evaluasi
dalam batas waktu sebagaitnana dimaksud pada ayat
(5}, Peraturon Pemekonan tereebut berlaku dengan
sendirinya.

(7| Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Fungutan
wajib dikonaultasikan kcpada znasyaiakat Pekon.

(8) Masyarakat Pekon berhak memberikan masukan
terhadap Rancangan Peraturan Pemekonan tentang
Pungutan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pa&al 30

(1| Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan dan penataan kewenangan
Pcktin.

(2) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan
dan pelaksanaan kewenangan Pekon, Bupati dapat
melinipahkan tugas kepada Camat.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) meialui:

a fasilitasi dan kordinasi.
b_ peningkatan kapasitax aparatiir Pemerintah Pekon.

c. monitoring dan evaluaei.
cL dukungan teknis administrasi.

BABVn
PEMB1AYAAN

Pasal 31

Ptmbiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan
Pekon dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon; dan
e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-imdangan.



BAB vni
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pads tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewn.

Di tctapkan di Pringsewu
pada tanggal T iguatus 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto
SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal5 2017
SEKRRTARIS DARRAH KABUPATEN PR1NGSEWU,

dto

A.BUDIMAN PM

BERÏTA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMORjO

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,



LAMPtRAN I PERATURAN BUPATI PRING8EWU
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : £ Justus ?O1?

DAFTAR KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

< (

NO BIDANü URA1AN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon 1. penataan sistem organisasi perangkat Pekon seperti : Kaam, ili-ilij Polisi desa;
2. pengadaan juru kund makam, penjaga kantor Pekon;

3. pengelolaan tanah kas Pekon;

4. pengelolaan tanah bengkok;
5. peaataan janggolan;
6. fasilitasi legalitas tanah-tanah kas Pekon;
7. fasilitasi pengadaan tanah kas Pekon;
8. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tiagkat Pekon;
9 penataan dan pemetaan Tata Onna Lahan; dan
10, kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Pekon.

2. Pelaksanaan Pembangunan Pekon 1. pelestarian budaya gotong-royong : kerigan, kega bakti, sambatan, bakti sosial;
2, bersih makam; dan
3 kegiatan lain sesuai kebntiihan dan kondisi Pekon.



3. Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 1. pembinaan sistem organisasi Kemasyarakatan Pekon: pembinaan paguyuban
warga, pembinaan rembug warga dan rembug Pekon;

2. pembinaan tradis! masyarakat; rvuda inalanij boyvngtm, rrscpsi hujalan,
pengajian;

3. pembmaan pelestarian kelompok scw tradiaional; dan
4. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Pekon.

4. Pemberdayaan Masyarakat Pekon 1. pelestarian tradisi Pekon: beisih Pekon, aedekah burnt muhidank r^jaban,
likuran, syuian, sya’banan, dan ziarah kubur;

2. pelestarian kebudayaan : kuda lumping! sholawatan, janengan, wayangan,
ketoprak, angguk, dan hadroh; dan

3. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Pekon.

BUPATÏ PRINGSEWU,

dto

SUJADI



LAMPtRAN II : PERATURAN BUPATI PRÏNGSEWU
NOMOR : JO TAHUN2017
TANGGAL : ? Armins 201?

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON

NO BIDANG
,,

URAIAN
L Penyelenggaraan Pemerintahan

Pekon
1. penetapan dan penegasan batas Pekon;
2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Pekon;
3, pengembangan tata ruang dan peta sosial Pekon;
4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Pekon;
5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non

pertanian;
6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja.

pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekeija menunit

lapangan peketjaan jenis pekerjaan dan status pekeijaan;
8. pendataan penduduk yang beker)a di luar negen;

9. penetapan orgamsasi Pemerintah Pekon;
10, pembentukati Badan Hippun Pemekonan;

11, penctapan perangkat Pekon;
12, Penyelenggaraan musyawarah Pekon;
13, penetapan Badan Usaha Milik Pekon;
14, penetapan APBPekon;
15. penetapan Peraturan Pemekonan;



16, penetapan kerja same antar-Pekon;
17. pemberian izin penggunaan gedurig pertemuar atau balai Pekon;
18. pendataan potensi Pekon;
19. pemberian kin hak pengelolaan alas tanah Pekon;
20. melaporkan Pekon dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konllik,

rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luai biasa
Lainnya dalam ekala Pekon;

21. pengelolaan arsip Pekon;
22. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesua! dengan

kebutuhan dan kondisi scsial masyarakat Pekon;
23. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon;
24, pembentukan organisasi Pemerintah Pekon;

25. penyelenggaraan/ Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon;
26. peningkatan kapasitas perangkat Pekon;
27. pembentukan dan pengusulan pengangkatan Pengurus BHP;
28. penetapan Peraturan di Pekon;
29. pengelolaan Keuangan Pekon;
30. pengelolnaan Pungutcm Pekon;
31. pengelolaan Aact Pekon;
32. pengelolaan Administraai dan Arsip Pekon;
33. penyelenggaraan Kerjasama antar pekon dan atau dengan pihak ketiga;
34. pengelolaan sistem informasi Pekon;
35. pemberian Rekomendasi;



36. pengembangan basil-hasil industri Pekon;
37. pendatasn kependudukari;
38. pengadaan sarana dan prasarana keamanan Pekon (Pos kamling/gardu);
39. pembangunan sarana dan prasarana Kantor Pekon dan Balai Pekon;
40. pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban masyarakat

Pekon;
41. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
42. pembiayaan dan pembinaan bagi Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
43. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Pekon;
44, pengelolaan data dan informaai kebencanaan akala Pekon;
45. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Pekon
46. scsialisasi peraturan di Pekon;
47. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Pekon dan antar Pekon;
48. penyusunan profil pekon;
49. pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendata Penduduk Miskin;
50. pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Pekon;
51. pendataan ketenagakerjaan tingkat Pekon;
52. fasilitasi penyebarluasan Hursa tenaga kerja;
53. faailirasi penyelenggaraan pelatihan tenaga keija;
54. perlindungan Keluarga Tenaga Keqa Indonesia (TKIJ; dan
55. monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Pekon



2. Pelaksanaan Pembaagunan Pekon 1. Pelayanan dasar Pekon;
a, pengelolaan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa;
b. pcngcmbangan tcnaga kesehatan Pekon;

c. pengelelaan dan pembinaan Posyandu meialui;

(1) layanan gizi untuk ballta;
(2) pemeriksaan ibu hamil;
(3) pemberian makanan tambahan;
(4) penyuluhan kesehatan;
(5) gerakan hidup bersih dan schat;
{6) penimbangan bayi; dan
(7) gerakan schat untuk lanjut usia.

2. pembinaan dan pengawasan pengebatan tradisional;
3. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di

Pekon;
4. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
5. pengelolaan dana schat;
6. pengelolaan Icegiatan tanaman obat keluarga (toga);
7. pengadaan sarana kcachatan tingkat Pekon;
8. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
9. pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Pekon;
10. fasilitasi Penyelenggaraan Pekon Siaga;
11. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga PedüJi kesehatan;



12. pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
13. pcmbinaan dan pcngclolaan pendidikan anak usia dini;

14. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar scni budaya,;
15. iasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Pekon;

16. fasilitaai penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan balai latihan/kegiatan Belajar

Masyarakat;
18. fasilitaai Taman Bacaan Masyarakat;
19. fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di Pekon;
20. pendataan pendidikan di Pekon;
21. bantuan Siswa Miskin;
22. Insilitasi pengembongcm seni dan budaya di Pekon;
23. pemantauan dan pcnccgahan dndakan kckcrasan tcrhadap pcrempuan dan

anak;
24. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
25. pendataan pcnyandang maaalah soaial dan potcnsl kcsejahteraan sosial;
26. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Fenyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial;
27. penanggulangan kemiakinan tingkat Pekon;
28. penetapan penduduk miskin;



2. Sarana dan prasarana Pekon;
a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Pekon;
b, pembangunan dan pemeliharaan jalan Pekon;
c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani bciskala Pekon;
d. pembangunan dan pemeliharaan emb ung Pekon;
e. pembangunan eneigi baru dan terbarukan;
f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
g. pengelolaan pemakaman Pekon dan petilasan;
h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berekala Pekon;
j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier berskala pekon;
k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Pekon;
L pembangunan dan pemeliharaan taman Pekon;
m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya

perikanan;

n. aarana dan prasarena produksi di Pekon;

o. fasilitasi pemberiar. bantuan pemugaran rumah tidak layak huni;
p. ïasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cud dan Kakus

Komunal berskala pekon;
q. pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pekon;
r, pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan

Drainase Pekon;
8. Pencegahan, penanggulangan dan pasca bencana tingkat Pekon.



3. Pengembangan ekonomi lokal Pekon;
a. pembangunan dan pengelolaan pasar Pekon dan kios Pekon;
b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Pekon;
r. pengembangan usaha mikte berbasis Pekon;
d. pendayagunaan keuangan mlkro berbasig Pekon;
e. pembangunan don pengelolaan keramba joring apung dan began ikan;
f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan pcnctapan cadangan

pangan Pekon;
g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Pekon;
h. pengaturan pclaksanaan pcnanggulangan hama dan penyakit pertanian dan

perikanan secara terpadu;
i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
j„ pengembangan benih lokal;
k, pengembangan temak secara kolektif;
1. pcmbangunan dan pengelolaan energi mandiri;
m* peinbentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Pekon,
n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
o. pengelolaan padang gembala;
p. pengembangan wisata Pekon di luar rencana induk pengembangan

pariwiaata kabupaten;
q. balai benih ikan;
r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan

perikanan; dan pengembangan sistem usaha prodoksi pertanian yang
bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;



s. fasiütasi pemasaran produk Lsaha Mikro Kecil;
t, pcngclolaan kelompok usaha ckonotni produktif;
u. fasiliEasi pennodalari bagi Usaha Mikro Kecil;
v. penguatan kapasitas keiompok Usaha Mikro Kecil;
w, pengembangam Kelembagaaan Pctani lokal, pengelolaan jaringan irigasi tingkat

usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Pekon;
x, pemasyarakatan pupuk organik;
y. pengpmbangan lumbung pangan;
z. faailitasi modal usaha tani;
aet pembukaan lahan pertanian;
bh. fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul tanaman pangan ikan dan temek;
oc. pengelolaan hutan Pekon, kecuoli hutan Pekon memiliki fungsi khusus;
dd. pcnghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Pekon;
ee. pengelolaan kebun bibit Pekon;
fT pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaati penggilingan padi dan

lumbung pangan niilik Pekon,
Kg pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan mesin pakan temak;
hh.pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan kandang temak dan instalasi

biogas;
ü. pengembangan hasj hutan bukan kayu sesuai petensi lokal Pekon yang

bcrlokasi pada hutan rakyat/ hutan Pekon/ wana wisata Pekon;
jj. Pengernbangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada

sumberdaya^ kelemtagaan dan budaya lokal,



4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Pekon;
a. penghijauan;
b, pembuatan terasering;
c. pemeliharaan hutan Pekon;

d. perlindungan mata air;
c. pcmberaihan daerah aliran sungai;

f. pcncegahan pencemaran sungai dan lingkungan hidup Pekon;
g, pemasyarakatan daur ulang sampah;
h. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdarnpak terhadap

lingkungan hidup Pekon;
i. pengaturan, pengendallan, pelestarian lingkungan dan tata guna lahar Pekon;
j, pengelolaan peraampahan di tingkat Pekon;
k. fasilitaai pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Pekon;
1. Pengelolaan daerah terbuka hyau;
m. melestankan ekosistem dan lingkungan hidup.

3. pcmbmaan kemasyarakatan Pekon L membina kcamanar, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat
Pekon;

2. membina kerukunan warga masyarakat Pekon;
3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Pekon;
4. pcngelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga;
5. fasiiitasi kelkutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
6. petnbinfian akseptor keluarga berencana;



7, fasilitasi ketrampilau produktif bagi keluarga prasejahtera;

8. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
9. pengembangan sarana dan prasarana olahragu Pekim;
10. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegtaun pemuda Pekon; dan
1 L penyelenggaraan olahraga tingkat Pekon,

4. Pemberdayaan masyarakat Pekon 1. pengembangan sent budaya lokal;
2. pcngorganisaaian melalui pembentukan dan familiaal lembaga kemasyarakatan

dan lembaga adat;

3. fasilitasi kclompokkclompok masyarakat mclalui:
(a) kelompok tani;
{b) kelompok usaha ekonomi produktif,
(c) kelompok seni budaya; dan
(d) kelompok masyarakat lain di Pekon.

4. pcmberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
5, fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin,

perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk

memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Pekon;
7, analysis kemiskinan secara partisipatif di Pekon;
8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
9, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan

pcmbcrdayaar masyarakat,
10. pcningkatan kapasitas melalui pcl&tihan usaha ekonomi, pertanian, pciikan&n,

petemakan dan perdagangan;



11 Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan
Badan Hippun Pemekonan;

12. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
12. Pelatihan bagi pengurus lembaga kemaayarakatan;
13. pelatihan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
13. Penyuluhan tentang keluarga berencana;
14. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:

(a) kader pemberdayaan masyarakat Pekon;
(b) kelompok usaha ekonomi produktif;
(c) kelompok perempuan;
(d) kelompok tani;
(e) kelompok masyarakat miskin;
(f) kelompok nelayan;
(g) kelompok pengrajin;
(h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
(ij kelompok pemuda; dan
(j) kelompok lain sesuai kondisi Pekon.

15. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
16. pelatihan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
17. pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan arak Pekon;
18. pembentukan dan Fasilitasi forum andk Pekon;
19. pemberdayaan masyarakat berbesis gender;
20. pemberdayaan perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di

Pekon;
21. pelaksanaan pengarusutamaan gender;



22. pengeloLaan Pcmberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
23. pelatihan pengelolaan obyek wisata milik Pekon; dan
24, pelatihan pelaku usaha di Pekon.

BUPATT PRINGSEWU,

dto

-ÖSJtïlDI



LAMPIRAN III PERATURAN DUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 50 ?ahun 2017
TANGGAL : 7 Agustua 3017

FORMAT BERTTA ACARA

KOP NASKAH DINAS PEMERINTAH PEKON

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEKON

TENTANG

HASH, PEMÏLÏHAN KEWENANGAN PEKON

Pada hari ini tanggal ..... bulan ....... tahun
} bertempat di Balai Pekon telah

dilaksanakan rapat pengkajian dan petnilihan terhadap Kewenangan
Pekon di Kabupaten Pringsewu yang dapat dilaksanakan di
Pekon berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu
Nomor„„„.Tahun 2017 tentang Kewenangan Pekon Di Kabupaten
Pringsewu, dengan kegiatan sebagai berikut :

A, Maten Rapat
Mclakukan pcmilihan Kewenangan Pekon di Kabupaten Pringsewu
berdaRotkan Peraturan Bupati Pringsewu Nnmnr tanggal...
tentang. dengan mempertimbaiigkan situasi, kondisi dan
kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat
Rincian Kewenangan Pekon adalah sebagai berikut;

KEWENANGAN PEKON
DI PEKON KECAMATAN

KABUPATEN PRINGSEWU.

A, Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul, meliputi
a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon,

b. bidang pelaksanaan pembangunan Pekon;

o. bidang pembinaan kemasyarakatan Pekon; dan

d. bidang pemberdayaan masyarakat Pekon.



B. Kewenangan lokal berskala Pekon, meliputi :
a. bidang penydcnggaiaan princrïiitHhan Pekon,

b. bidang pelaksanaan pembangunan Pekon;

c. bidang pembinaan kemasyarakatan Pekon; dan

d. bidang pemberdayaan masyarakat Pekon.

C. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerrntah Dacrah
Provinsi atan Pemprirtah Daerah Kahupaten, Kewenangan lokal
berskala Pekon, meliputi Urusan Konkuren.

D. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Previnsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan
pcraturan. perundangundangan, meliputi Urusan Pemerintah Umum
dan Togas Pembantuan.

E. Penutup
Rapat pengkajian dan memilih Kewenangan Pekon oleh Pemerintah
Pekon dan BHP terhadap kesiapan Pekon

dalam rangka melaksanakan kewenangan Pekon di
Kabupaten Pringaewu yang pengalaraiiirya diserahkan kepada Kepala
Pekon Kecamatan dihadiri oleh Kepala Pekon,
Perangkat Pekon dan Anggota BHP di Pekon sebanyak

orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Sekmjutnya haail rapat ini dijadikan sebagai dasar dalam penetapan
Keputusan BHP sebagai persetujuan BHP kepada Pemeriritah
Pekon untuk ditetapkan dalani Keputusan Kepala Pekon
Demikian Benta Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

20

KETUA BHP , KEPALA PEKON

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

Dst

NAMA JELAS

RIJPATT^tNCSEWU,

dto

StTTADI
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